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Abstrak: Pertumbuhan ekonomi sejatinya harus berkualitas untuk mencapai pembangunan ekonomi yang
inklusif. Indonesia merupakan negara yang memiliki target pembangunan ekonomi yang inklusif. Beberapa
permasalahan terkait dengan pembangunan ekonomi di Indonesia antara lain; pertumbuhan ekonomi yang
stagnan di 5%; ketidakstabilan global; depresiasi rupiah; gini ratio; kemiskinan; potensi pajak yang belum
dioptimalkan; tax ratio dibawah 15%; shadow economy; dan kualitas SDM yang masih rendah. Oleh karena itu,
maka dirumuskan rekomendasi kebijakan sektor perpajakan. Framework dari kebijakan ini terdiri dari tiga
agenda yakni; regulation, incentive, dan distribution. Agenda distribution terdiri dari retribusi pendapatan dan
pemerataan pembangunan. Agenda regulation berisi peningkatan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Agenda incentive berupa pembelian tax holiday pada sektor
inklusif.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi, Inklusif, Perpajakan

Abstract: Economic growth should be of high quality to achieve inclusive economic development. Indonesia is a
country that has an inclusive economic development target. Some of the problems related to economic
development in Indonesia include. stagnant economic growth at 5%, global instability; rupiah depreciation, gini
ratio; poverty; unoptimised tax potential; tax ratio below 15%, shadow economy, and low quality of human
resources. Therefore, policy recommendations for the taxation sector were formulated. The framework of this
policy consists of three agendas namely,; regulation, incentive, and distribution. The distribution agenda consists
of revenue retribution and equitable development. The regulation agenda contains increasing taxpayers,
expanding the tax base, and improving transparency and accountability. The incentive agenda is the purchase
of tax holidays in inclusive sectors.
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PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global 2024 masih dibawah tren jangka panjang karena
ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi global berdasarkan data (IMF, 2024)
diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 3,1 % pada tahun 2024 dan 3,2 % pada tahun 2025.
Negara-negara berkembang termasuk Indonesia diperikirakan tumbuh sebesar 4,2 % pada
tahun 2024 atau turun 0,1 % dari tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri perekonomian
tumbuh 5,11 % yoy pada triwulan | tahun ini (BPS, 2024). Angka tersebut lebih tinggi
ketimbang pertumbuhan pada Triwulan 1V tahun 2023 sebesar 5,05 %.

Berdasarkan data BPS, nilai perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik
Bruto (PDB) mencapai Rp 20.892,4 triliun pada 2023. Perekonomian Indonesia pada tahun
2023 bergantung pada sektor industri pengolahan. Terbukti, berdasarkan data (Databoks, 2024)
terhitung Rp 3.900,1 triliun disumbang oleh sektor industri pengolahan atau berkontribusi
sebesar 18,67 % terhadap PDB. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan yang menjadi
ujung tombak perekonomian nasional mengalami tren penurunan yang mulanya mencapai 6,28
% pada 2011 turun menjadi 3,80 % pada tahun 2019 (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2022).
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Indonesia sendiri terjebak dalam ekonomi ekslusif yang disebabkan oleh pertumbuhan
ekonomi yang berfokus pada sektor industri manufaktur dan jasa. Hal tersebut menyebabkan
sektor primer seperti pertanian kurang mendapatkan perhatian. Padahal sektor tersebut banyak
menyerap tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan
pendapatan antara yang bekerja di sektor pertanian dengan sektor industri. Secara umum,
banyak ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengentaskan
masalah kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini disebabkan karena PDB kurang memerhatikan
persoalan penyerapan tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi sejatinya tidak hanya dilihat dari segi presentase kuantitasnya,
tetapi juga dari segi kualitasnya. Menurut (Prasetyo, 2008) pertumbuhan ekonomi berkualitas
merupakan pertumbuhan ekonomi yang memperhitungkan pemerataan pendapatan dan
pengentasan kemiskinan. Pemerintah sejatinya telah mengupayakan hal tersebut, sebagaimana
tertuang dalam RPJPN 2005-2025 yakni mewujudkan pemerataan pembangunan dan
berkeadilan. Didukung pula dengan triple track strategy yakni pro-growth, pro-job, dan pro-
poor.

Pemerintah sejatinya perlu merancang kebijakan fiskal untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi yang inklusif. Kebijakan fiskal yang dibutuhkan merujuk pada kebijakan keuangan
negara dalam hal ini peran pemerintah sebagai pengelola keuangan negara. Menurut (Musgrave
& Musgrave, 1989) terdapat 3 fungsi utama dari kebijakan fiskal, antara lain alokasi, distribusi,
dan stabilisasi. Di Indonesia sendiri, ketiga fungsi tersebut digunakan sebagai landasan
pelaksanaan keuangan negara atau secara sempit dikenal dengan APBN. Oleh karena itu,
APBN menjadi instrumen utama untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif.

Tabel Presentase Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Total

Tahun | Penerimaan Total Pens rimaan Presentase
ajak
2019 1.960,6 T 15461 T 78,9 %
2020 1.647,7T 1.2851T 78 %
2021 2.011,3T 15478 T 76,9 %
2022 2.6358 T 2.0345T 77,1 %
2023 27743 T 21554 T 77,7 %

Sumber: Porta Data Kemenkau, Diolah Penulis
Berdasarkan data diatas, dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak berkontribusi lebih
dari 77 % kepada penerimaan total tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan korelasi antara
penerimaan sektor pajak dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis deskriptif
dengan pengumpulan data secara studi literatur. Studi pustaka atau dikenal juga dengan studi
literatur menurut George dalam (dalam Budiman, 2024) ialah sebuah proses pencarian dari
sumber-sumber atau opini para pakar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.
Observasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan indera manusia sebagai alat utama
(Matthew & Ross, 2010). Artikel ini disusun dengan cara menganalisis masalah-masalah sosial
terkait ekonomi dan perpajakan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kemudian masalah
disajikan dengan data-data yang valid dari sumber resmi pemerintah, instansi resmi, organisasi
dunia, dan sebagainya dengan metode studi literatur dan disajikan melalui analisis desktriptif.

ISI DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Masalah
‘a) Pertumbuhan Ekonomi
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PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
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Sumber: BPS

PDB Indonesia hanya menempati posisi 16 dunia. Dalam Visi Indonesia Emas 2045,
Indonesia menargetkan berada pada 5 besar negara dengan PDB terbesar di dunia. Deputi
Makro dan Keuangan Kemenko, Iskandar Simonangkir juga mengatakan untuk mencapai
target tersebut, Indonesia harus mampu mengejar pertumbuhan ekonomi minimal 7% tiap
tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bersifat ekslusif yang disebabkan oleh
pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada sektor industri manufaktur dan jasa. Hal tersebut
menyebabkan sektor primer seperti pertanian kurang mendapatkan perhatian. Padahal sektor
tersebut banyak menyerap tenaga kerja. Dengan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya
ketimpangan pendapatan antaran yang bekerja di sektor pertanian dengan sektor industri.

b) Ketidakstabilan Global
Konflik yang terjadi antara dua negara yakni Israel-Palestina dan Israel-Iran dapat
berdampak pada perekonomian global dan nasional. Menurut (IMF, 2023), konflik yang
terjadi dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia. Terkini, konflik yang terjadi
antara Israel dan Iran berpotensi menyebabkan kenaikan harga minyak bumi. Hal ini karena
Iran merupakan salah produsen minyak bumi terbesar di dunia. Berdasarkan data OPEC,
Iran menghasilkan 2,55 juta barel per day pada tahun 2022 atau terbesar ke-9 di dunia.

WTI CRUDE
USD Per Barrel
—@— WTI| Crude ====- Linear (WTI Crude)
95 90,79
90
85
80
75
70
65
P TN N T TN N A N S s

B I S RO PO R S

Sumber: Statista

@O0

http:/jurnal kolibi.org/index. php/neraca

592




Neraca

Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

3025-1192
(2024), 3 (1): 590-600

Kondisi tingginya harga minyak bumi global berdampak terhadap perekonomian
dalam negeri. Hal ini terjadi karena Indonesia masih mengandalkan impor untuk mencukupi
kebutuhan minyak bumi dalam negeri. Berdasarkan data (BPS, 2024) impor minyak mentah
Indonesia berada pada angka 17,8 juta ton dan 27,3 juta ton hasil minyak per tahun 2023.
Hal ini menybabkan bengkaknya belanja subsidi pemerintah untuk hasil minyak bumi.
Terlebih juga dengan kondisi nilai kurs rupiah yang lemah.

c) Depresiasi Rupiah terhadap Dollar AS
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Sumber: BPS

Berdasarkan grafik diatas, dalam jangka panjang (tren) nilai tukar Rupiah terhadap
Dollar AS cenderung melemah. Dimana mulanya Rp12.440 pada tahun 2012 kini menjadi
15.416 pada tahun lalu. Pada Rabu (12/6/2024), rupiah ditutup di level Rp 16.297 per dollar
AS atau melemah 5,26 persen dibandingkan penutupan akhir 2023. Nilai tersebut juga
merupakan kurs rupiah terlemah sepanjang tahun berjalan 2024. Kondisi tersebut lebih
cenderung disbabkan oleh rentetan permasalahan eskternal seperti konflik Iran — Israel pada
beberapa waktu yang lalu. Tingginya suku bunga acuan di AS juga menjadi penyebab
pelemahan nilai rupiah. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan global mempengaruhi nilai
tukar rupiah. Apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi maka pertumbuhan ekonomi akan
mengalami penurunan. Begitupula sebaliknya, yang akan menyebabkan pertumbuhan
ekonomi akan mengalami peningkatan (Sianipar, 2019).
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d) Gini Ratio

RASIO GINI INDONESIA
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Sumber: World Bank
Beberapa tahun belakangan rasio gini kembali meningkat. Hal ini perlu menjadi
perhatian karena ditakutkan bahwa kedepannya rasio gini akan meningkat bukannya
menurun. Meskipun demikian, tren menunjukan perubahan rasio gini Indonesia dari
awalnya tahun 2014 dengan tingkat ketimpangan sedang (0,4 — 0,5) Kini turun menjadi
tingkat ketimpangan rendah (<0,4). Berdasarkan data BPS, distribusi pengeluaran kelompok
penduduk 40 persen terbawah hanya sebesar 18,04 %.

e) Kemiskinan
Kemisikinan merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas. Pengentasan kemiskinan juga menjadi indikator tujuan dari pembangunan
ekonomi yang inklusif. Selain itu juga, merujuk pada RPJPN 2025-2045 target kemiskinan
di Indonesia adalah 0% pada tahun 2045.

PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA

==@==Jumlah Penduduk Miskin (juta orang) ==lll==Presentase Penduduk Miskin (%)

—— =Cm——0
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Sumber: BPS
Tingkat kemiskinan di Indonesia masih stagnan di angka 9% dari total penduduk. Jumlah
penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai angka 25,90 juta orang. Angka tersebut

@O0

http:/jurnal kolibi.org/index. php/neraca

594




Y _
M&w& 3025-1192

Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi

f)

(2024), 3 (1): 590-600

menurun sebesar 0,46 juta dari bulan September 2022. Wilayah Papua dan Maluku dengan
presentase penduduk miskin terbesar di Indonesia yakni sebesar 19,68 %. Sementara itu,
pulau Kalimantan menjadi daerah dengan presentase penduduk miskin terendah yakni hanya
sebesar 5,67%.

Potensi Pajak

Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Stastik, sektor pertanian memiliki kontribusi
terhadap PDB pada 2023, yaitu sebesar 13,57% terhadap PDB (Rp2.835 triliun). Selain sifat
pertanian subsisten yang berfokus pada pemenuhan penghidupan petani dan juga
mengabaikan peran komersial, tingginya tingkat informalitas juga menjadi bahan
kontroversi. Mayoritas petani beroperasi secara mandiri tanpa registrasi usaha formal,
sehingga menyulitkan pemerintah melacak pendapatan untuk keperluan perpajakan.
Sebagian besar pelaku ekonomi di sektor ini belum menjadi wajib pajak aktif. Hal ini karena
penghasilan yang didapatkan lebih kecil dari penghasilan tak kena pajak (PTKP). Oleh
karena itu, meskipun kontribusi sektor ini terhadap PDB sebesar 12,8%, tetapi beban
pajaknya hanya 1,9% dari total penerimaan pajak.

g) Tax Ratio

TAX RATIO INDONESIA
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Berdasarkan data dari IFTAA, tax ratio Indonesia dalam kurun satu dekade terakhir,
menunjukkan kecenderungan yang naik turun (fluktuatif). Angka Tax Ratio Indonesia
apabila dibandingkan dengan tax ratio negara lain khususnya di kawasan Asia Tenggara
masih tergolong rendah. Rata-rata tax ratio di Asia Tenggara pada 2022 mencapai 10,75%.
Pada saat itu, tax ratio Indonesia hanya mencapai 10,4% saja. Persentase ini menunjukkan
bahwa Indonesia belum dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan karena belum mencapai minimal tax ratio yang ditargetkan oleh World Bank,
yaitu minimal 15%.
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h) Tax Buoyancy
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Sumber: Kemenkeu dalam Ortax

Tax Buoyancy adalah indikator penerimaan pajak suatu negara yang mendefinisikan
seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan penerimaan pajak
negara. Rasio yang digunakan apabila <1 maka kinerja penerimaan pajak kurang baik dan
apabila >1 maka kinerja pajak tergolong baik. Di Indonesia sendiri awalnya Tax Buoyancy
dibawah 1 pada periode sebelum tahun 2020 atau sebelum Covid-19. Namun setelahnya,
terjadi peningkatan bahkan hingga mencapai 2 poin. Masalah timbul ketika outlook tahun
2023 menurun tajam sebesar 0,82 poin ke angka 1,26. Hal ini mengindikasikan
pertumbuhan perpajakan yang mulai mendekati angka pertumbuhan ekonomi.

Shadow Economy

Ekonomi bayangan adalah sektor yang tidak tercatat dan tidak dikenakan pajak.
Kemnaker mencatat sekitar 80 juta orang (60%) akan bekerja di sektor informal pada tahun
2022. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa sebanyak 83,34 juta
orang (60,12%) akan bekerja di sektor informal pada tahun 2023, sementara hanya 55,29
juta orang (39,88%) yang akan bekerja di sektor formal. Seperti halnya simalakama, sektor
informal di satu sisi dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi
besar terhadap perekonomian, tetapi di sisi lain dampaknya yang paling nyata adalah
hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya dipungut negara.

Kegiatan pada perekonomian informal dapat menurunkan jumlah penghasilan kena
pajak dan berdampak pada berkurangnya basis pajak. Di Indonesia, perekonomian bayangan
berjumlah 8-10% PDB. Jika PDB Indonesia tahun 2023 sebesar Rp 20.892,4 triliun, maka
yang tidak diperhitungkan sebesar Rp 2.089 triliun. Dengan asumsi 10% aktivitas shadow
economy bisa dikenakan pajak, maka potensi kerugian penerimaan pajak mencapai Rp 208
triliun setiap tahunnya.

Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM di suatu negara diukur dengan Human Development Index atau Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu instrumen dari IPM adalah pendidikan. Penelitian
dengan skala mikro di DKI Jakarta yang dilakukan oleh (Susanto & Pangesti, 2019) yang
menyimpulkan bahwa ada korelasi negatif antara tingkat pendidikan dengan kemsikinan.
Hasilnya, semakin rendah tingkat pendidikan akan menyebabkan semakin tinggi
kemiskinan dan berlaku sebaliknya. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa
pendidikan menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan seperti pada penelitian oleh
(Firmansyah & Khairunnisa, 2023).
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HUMAN DEVELOPMENT INDEX INDONESIA
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IPM Indonesia tergolong rendah yakni hanya sebesar 72,91. Indonesia berada pada
peringkat 112 dunia untuk IPM (UNDP, 2023). Berdasarkan data (Databoks Katadata,
2024), Indonesia hanya berada pada peringkat 6 di kawasan ASEAN dan kalah negara-
negara seperti dari Singapura (0,95), Brunei (0,82), Malaysia (0,81), Thailand (0,8) dan
Vietnam (0,73). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Indonesia masih tertinggal
dibanding dengan negara lain.

Rekomendasi Kebijakan
Agenda 1: Regulation

1) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
Peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan untuk mengoptimalkan
penerimaan perpajakan Indonesia. Strategi yang perlu dijalankan adalah menggalakan
sosialisasi melalui media sosial. Mengingat saat ini, hampir semua penduduk bermain
media sosial. Selain itu juga, rekomendasi strategi yang dapat penulis berikan adalah
ajakan atau himbauan pajak oleh influencer dan artis. Sehingga mereka dapat dijadikan
role model dalam rangka kepatuhan melaporkan dan membayar pajak.

2) Perluasan Basis
Di sektor informal, tidak adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, serta
pengelolaan pekerja yang tidak baik sehingga menyulitkan pemotongan pajak atas
penghasilan pekerja. Ketentuan Pasal pada akhirnya mengakibatkan tidak ada pajak
yang dipungut, dan ini harus menjadi undang-undang negara bagian. Oleh karena itu,
kehadiran pekerja di sektor informal berdampak negatif terhadap penerimaan pajak dan
PPh. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pemerintah harus memfasilitasi transisi
pelaku ekonomi dari sektor informal ke sektor formal. Hal ini didasarkan pada gagasan
bahwa sektor ekonomi informal, khususnya usaha kecil, mempunyai peran dalam
pembangunan ekonomi dan penerimaan negara, peran ini dapat menjadi lebih besar jika
statusnya diformalkan. Setelah itu, maka pajak yang dipungut dalam hal ini PPh akan
meningkat.

3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Meningkatan transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia harus dilakukan. Hal
ini dapat membuat wajib pajak dan penduduk Indonesia memiliki rasa percaya kepada
pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak. Akhirnya, mereka akan dengan suka
rela melaporkan dan menyetorkan pajak sehingga kepatuhan akan meningkat pula.
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Agenda 2: Incentive

1) Sektor Pendidikan
Pemberikan tax holiday pada sektor pendidikan yang merupakan salah satu kunci
pembangunan ekonomi inklusif. Tax holiday dapat diberikan kepada lembaga bimbingan
belajar, lembaga kursus dan pelatihan, serta sektor pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan melalui insentif atau bahkan pembebasan PPh dan PPn. Dengan adanya tax
holiday, lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan dapat menurunkan biaya
jasa mereka. Sehingga mampu menjangkau semua kalangan pelajar dan mahasiswa.

2) Sektor Ekspor
Pengenaan tax holiday pada perusahaan eksportir dimaksudkan untuk meningkatkan
ekspor Indonesia. Sehingga neraca perdagangan Indonesia mampu tumbuh positif dan
memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dengan ekspor yang tinggi, nilai
tukar rupiah dapat dikontrol dan tidak terus melemah seperti yang terjadi sekarang.
Namun pastinya akan muncul trade-off antara penerimaan pajak dengan kuantitas ekspor
nasional.

Agenda 3: Distribution

1) Redistribusi Pendapatan
Salah satu indikator pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pengentasan
kemiskinan. Untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah melalui fiscus harus melakukan
redistribusi pendapatan secara vertikal. Redistribusi pendapatan berkaitan dengan
pemungutan pajak secara progresif bagi kelompok ekonomi mampu. Selain pajak
progresif, sumber redistribusi lain juga dapat dikenakan pada kalangan mampu melalui
PPnBM. Sehingga terjadi subsidi silang antara kelompok ekonomi mampu dengan tidak
mampu. Hasil pungutan pajak nantinya dapat didistribusikan kepada kelompok tidak
mampu dan miskin melalui subsidi, bantuan sosial, pelatihan keterampilan kerja dan
bantuan modal usaha melalui K/L terkait.

2) Pemerataan Pembangunan
Penerimaan negara yang diperoleh wajib digunakan untuk pemerataan pembangunan.
Terlebih indeks pembangunan inklusif di Indonesia yang hanya pada poin 4,29. Oleh
karena itu pembangunan infrastruktur dan layanan dasar harus menjadi fokus utama
ketimbang pembangunan yang bersifat eksklusif pada daerah dengan perekonomian baik.
Dengan pemerataan pembangunan yang baik, diharapkan dapat berdampak pada
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan pengentasan kemiskinan hingga
0%.

KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi sejatinya tidak hanya dilihat dari segi presentase kuantitasnya,
tetapi juga dari segi kualitasnya. Pekonomi berkualitas merupakan pertumbuhan ekonomi yang
memperhitungkan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Salah satu kebijakan
yang dapat diambil yakni pada sektor perpajakan. Oleh karena itu, maka dirumuskan
rekomendasi kebijakan sektor perpajakan. Framework dari kebijakan ini terdiri dari tiga agenda
yakni; regulation, incentive, dan distribution. Agenda distribution terdiri dari retribusi
pendapatan dan pemerataan pembangunan. Agenda regulation berisi peningkatan wajib pajak,
perluasan basis pajak, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Agenda incentive
berupa pembelian tax holiday pada sektor inklusif.
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